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IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2010 TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

(Studi Kasus Pada PT. Raja Kutai Baru Makmur  di Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara)

Heriyansyah 

Abstrak 

Heriyansyah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan judul skripsi “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang studi kasus di PT. Raja Kutai Baru Makmur di Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara”. Dibawah bimbingan Ibu Dr. Rita Kalla Linggi, M.Si dan Bapak Eddy Iskandar, S.Sos, M.Si.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang pada PT. Raja Kutai Baru Makmur di Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif deskriptif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi.


Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi belum berjalan secara maksimal, hal ini karena dalam pelaksanaan reklamasi pada lahan terganggu yang sudah tidak aktif lagi atau tidak digunakan lagi pada tahap operasi produksi tidak dilakukan reklamasi pada seluruh lahan tersebut. sehingga mengakibatkan masih adanya lahan yang rusak dari kegiatan pertambangan yang berdampak pada kerusakan lingkungan ekosistem diwilayah pertambangan tersebut, terlebih dengan kurang tegasnya Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pemberian sanksi administratif sehingga seolah-olah dilakukan pembiaran terhadap perusahaan yang melanggar peraturan yang ditetapkan mengenai kewajiban perusahaan dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang 

Kata Kunci:  Reklamasi dan Pascatambang
Pendahuluan
Didalam Peraturan  Pemerintah  Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang telah sedemikian rupa mengatur pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bagi perusahaan tambang sebagai upaya untuk mengendalikan  kerusakan lingkungan.  praktik dilapangan khususnya pada perusahaan tambang batubara PT. Raja Kutai Baru Makmur yang belum melaksanakan Reklamasi pada lahan bekas tambang sehingga menimbulkan perubahan bentang alam berupa terbentuknya cekungan atau lubang bukaan yang cukup dalam dan timbunan tanah penutup. Perubahan bentang alam ini menimbulkan dampak lanjutan (sekunder) terhadap komponen lingkungan lainnya, antara lain perubahan pola air permukaan, debit air permukaan, dan erosi tanah yang akan menimbulkan peningkatan kekeruhan yang berlanjut kepenurunan kualitas air yang akan menimbulkan dampak turunan terhadap biota perairan (Plankton, benthos, dan nekhton), peningkatan kepadatan tanah, penurunan tingkat kesuburan tanah, dan meningkatnya kekeruhan air sungai.
Sehubungan dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang kegiatan usaha dibidang pertambangan batubara untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang yang menjamin bahwa perusahaan akan menata, memulihkan dan memperbaiki kondisi lingkungan dan ekosistem. Kegiatan usaha yang dimaksud adalah kegiatan pertambangan batubara di Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk itu Peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang studi kasus pada PT. Raja Kutai Baru Makmur di Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik
Kebijakan publik adalah merupakan suatu  keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat, dimana kepentingan rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan dari rakyat, (Soenarko. 2003:43).

Sedangkan kata publik mengandung tiga konotasi yaitu pemerintah, masyarakat, dan umum. Ini dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek dan lingkungan dari pemerintah. Maka dari itu, salah satu ciri kebijakan adalah “what government do or to do”. Oleh karena itu kebijakan dari pemerintah yang dapat dianggap kebijakan yang resmi mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhinya (Abidin, 2006:22).

Pada buku Leo Agustino yang berjudul Dasar Kebijakan Publik (2006:7) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, sebagai berikut: “Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Oleh karena itu, kebijakan publik  adalah merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah.

Menurut Leo Agustino dalam bukunya Dasar Kebijakan Publik (2006:8) ada beberapa karakrteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik :

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak.

2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah, misalnya suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaannya.

3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya yang dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. jika legislatif mengeluarkan suatu regulasi yang mengharuskan para pengusaha membayar tidak kurang upah minimum yang telah dikerjakan, tapi tidak ada yang yang dikerjakan untuk melaksanakan hukum tersebut, maka akibatnya tidak terjadi perubahan pada perilaku ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dalam contoh ini sungguh-sungguh merupakan suatu pengupahan yang tidak ada di atur perundang-undangan. ini artinya kebijakan publik pun memperhatikan apa yang kemudian akan atau dapat terjadi setelah kebijakan itu di implementasikan.

4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.

5. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Implementasi Kebijakan Publik
Menurut Nugroho (2003:158), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang).  Bahwa perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Konsep (yang didukung data dan informasi masa depan) kontribusinya mencapai proporsi sekitar 60 persen terhadap keberhasilan kebijakan tersebut dan proporsi sekitar 40 persen terhadap implementasi yang harus konsisten dengan konsep. Berdasarkan hasil suatu penelitian diperoleh bahwa implementasi kebijakan merupakan hal yang krusial, karena dari konsep-konsep perencanaan, rata-rata konsistensi implementasi dicapai antara 10 persen sampai dengan 20 persen saja.
Berdasarkan pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang atau kepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan, implementasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan atau merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan program yang telah direncanakan karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan yang hendak dicapai.

Dijelaskan secara singkat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, sebagai berikut:

1. Komunikasi 

Dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah komunikasi. Dengan penjelasan sebagai berikut komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu-individu melalui sistem biasa, baik dengan symbol-simbol, sinyal-sinyal maupu prilaku atau tindakan.

2. Sumber daya

Sumber daya yang dimaksud disini adalah staf yang cukup baik dari segi kualitas, kuantitas, dan informasi yang relevan serta memadai, sehingga kebijaksanaan tersebut bisa diimplementasikan dengan baik. Semua ini perlu adanya dukungan dari semua pihak yang memiliki wewenang dan fasilitas lain termasuk anggaran tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi dan bukan masalah bagaimana secara akurat komunikasi dikirim.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi adalah keinginan dan kesepakatan dikalangan pelaksanaan kebijaksanaan untuk mendukung berhasil tidaknya suatu kebijaksanaan tersebut untuk diimplementasikan. Sikap pelaksana merupakan faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Seperti dikemukakan oleh Agustino (2006:152) jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan, sehingga dalam paraktiknya tidak terjadi bias.
4. Struktur Birokrasi

Jika sumber daya yang cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementator mengetahui apa yang harus dilakukan dan ingin dilakukan, implementasi masih gagal karena kurangnya dalam strukutur birokrasi. Struktur birokrasi dalam kebijakan pengelolaan unit organisasi memerlukan adanya pengembangan standar operasional prosedur (SOP) untuk mengambil alih suatu kondisi yang dapat mengurangi benturan-benturan dari aturan implementasi. (Agustino:153-154).
Tambang dan Bahan Galian
Dalam kamus besar bahasa Indonesia Tambang diartikan sebagai lubang ( Parit, Cebakan,  lubang didalam tanah) sedangkan definisi bahan galian menurut manan dan saleng (2004:39) ialah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batuan mulia seperti emas yang merupakan endapan-endapan alam. Kemudian karakteristiknya berupa: benda padat, cair, dan gas yang keadaannya masih dalam bentuk endapan alam yang letaknya alam yang melekat pada batuan induknya dan belum terjamah oleh manusia.

Salim (2005:44) dalam bukunya mengungkapkan bahan galian tambang dapat dibagi dalam tiga golongan, yaitu :

1. Bahan galian starategis

2. Bahan galian vital

3. Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital.

Bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan serta perekonomian negara, dalam pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang Pengelolaam Bahan Galian ditentukan golongan bahan galian strategis. Kemudian bahan galian strategis dibagi menjadi enam golongan, yaitu :

1. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam,

2. Bitumen padat, aspal,

3. Antrasit, batubara, batubara muda,

4. Uranium,radium, thorium, dan bahan-bahan galian radio aktif lainnya.

5. Nikel, korbal, dan

6. Timah.

Sedangkan bahan galian vital merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang. Bahan galian vital ini disebut juga golongan bahan galian B. bahan galian vital digolongkan menjadi delapan golongan, yaitu :

1. Besi, mangan, molibaga, khorm, wolfram, vanadium, titan,

2. Bauksit,tembaga, timah, seng,

3. Emas, platina, perak, air raksa, intan,

4. Arsin, antimony, bismuth,

5. Yttrium, rtutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya.

6. Beryllium, korundum, zircon, Kristal kwarsa,

7. Kriolit, fluorspar, barit,

8. Yodium, brom, klor, belerang, (pasal 1 huruf b dan pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan-Bahan Galian).

Dan bahan yang tidak termasuk bahan golongan strategis dan vital, yaitu bahan galian yang lazim disebut dengan bahan galian C, bahan galian ini dibagi menjadi Sembilan golongan, yaitu :

1. Nitrat-nitrat (garam dari asam sandawa, dipakai dalam campuran pupuk, HNO3). Pospat-pospat, garam batu (halite),

2. Asbes, talk, mika, grafit magnesit,

3. Yarosit, leusit, tawas (alum), oker,

4. Batu permata, batu setengah permata,

5. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit,

6. Batu apung, tras, absidian, perlit, tanah diatome, tanah serap, 

7. Marmer, batu tulis,

8. Batu kapur, dolomite, kalsit,

9. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, tanah pasir sepanjang tidak mengandungunsur mineral golongan a maupun b dalam jumlah berarti (pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan Galian).

Salim (2012:46) juga menegaskan bahwa golongan bahan galian yang mempunyai nilai komersial tinggi adalah minyak dan gas bumi, emas, tembaga, perak, serta  batubara karena mempunyai dampak positif dalam pembiayaan pembangunan nasional. 
Reklamasi dan Pascatambang
Merujuk pada definisi yang tertuang dalam UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Reklamasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kondisi lingkungan dan ekosistem. Sedangkan Pascatambang diartikan sebagai kegiatan setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan dan fungsi sosial.
Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat. Prinsip pengelolaan lingkungan hidup meliputi perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan udara sesuai dengan standar baku mutu lingkungan hidup dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Berhubung keanekaragaman hayati Indonesia begitu kaya, maka reklamasi tambang wajib mempertimbangkan perlindungan keanekaragaman hayati tersebut. Untuk memastikan keamanan daerah timbunan bagi lingkungan sekitarnya, reklamasi dan pascatambang juga harus menjamin stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang serta struktur buatan (man made structure) lainnya. Selanjutnya, reklamasi dan pascatambang pun harus memiliki nilai manfaat sesuai peruntukannya, dan menghormati nilai-nilai sosial dan budaya setempat.
Perencanaan dan pelaksanaan yang tepat merupakan rangkaian pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga akan mengurangi dampak negatif kegiatan usaha pertambangan. akhir lahan pascatambang, program pascatambang, organisasi, kriteria keberhasilan pascatambang, dan rencana biaya pascatambang. Namun, dalam menyusun rencana pascatambang, pemegang IUP dan IUPK harus berkonsultasi dengan instansi pemerintah dan/atau instansi pemerintah daerah yang membidangi pertambangan mineral dan/atau batubara, instansi terkait, dan masyarakat. Hal itu dilakukan untuk mengakomodir kepentingan pemerintah (pusat dan daerah) dan masyarakat.
Dalam Pasal 99 dan Pasal 100, UU Minerba memberi amanat kepada setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang dan melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Dalam rangka menjamin kesungguhan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menempatkan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang. Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Tata Laksana Reklamasi dan Pascatambang

Dalam menyusun rencana pascatambang, pemegang IUP dan IUPK harus berkonsultasi dengan instansi pemerintah dan/atau instansi pemerintah daerah yang membidangi pertambangan mineral dan/atau batubara, instansi terkait, dan masyarakat. Hal itu dilakukan untuk mengakomodir kepentingan pemerintah (pusat dan daerah) dan masyarakat. 

Reklamasi dan pascatambang dinyatakan selesai bila telah berhasil memenuhi kriteria keberhasilan. Namun, bila reklamasi berada di kawasan hutan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka pelaksanaan dan kriteria keberhasilannya disesuaikan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Berangkat dari definisi itu, kegiatan reklamasi tidak hanya dilaksanakan pada tahap operasi produksi saja, melainkan juga pada tahap eksplorasi.
Pemegang IUPK eksplorasi harus mereklamasi lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi. Reklamasi yang dilakukan meliputi reklamasi lubang pengeboran, sumur uji, dan/atau parit uji. Meskipun masih pada tahap ekplorasi, mereka sudah berkewajiban menyediakan jaminan reklamasi.

Pada tahap eksplorasi, pemegang IUP dan IUPK harus menyiapkan rencana reklamasi yang akan dilaksanakan pada tahap operasi produksi. Diantaranya dengan membuat tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang, rencana pembukaan lahan, program reklamasi pada lahan bekas tambang dan di luar bekas tambang, kriteria keberhasilan reklamasi dan rencana biaya reklamasi. Yang tercakup dalam lahan di luar bekas tambang adalah timbunan tanah penutup, timbunan bahan baku/produksi, jalan transportasi, instalasi pengolahan, instalasi pemurnian, kantor dan perumahan, pelabuhan, lahan penimbunan dan pengendapan tailing.

Sejak awal tahap eksplorasi, rencana pascatambang sudah disiapkan. Meskipun umur tambangnya masih beberapa puluh tahun yang akan datang. Proses perencanaan tersebut dilakukan bersamaan dengan penyusunan studi kelayakan dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Isi rencana pascatambang tersebut harus memuat profil wilayah, deskripsi kegiatan pertambangan, rona lingkungan dan sudah sesuai dengan peruntukannya ’dapat’ menyerahkan lahan yang telah direklamasi tersebut. Penekanan kata ’dapat’ berarti tidak semuanya lahan yang telah direklamasi serta merta bisa diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya. Pengaturan ini mengakomodir suatu wilayah yang sudah lama direklamasi dan terkadang diminta oleh daerah, sebab lahan lainnya masih aktif dan masih berumur panjang.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah pengertian secara definitif atau tentang variabel-variabel penelitian. Didalamnya harus menggambarkan hal-hal sebagai berikut :
1. Merupakan definisi atau pengertian tentang variabel yang digunakan.

2. Dibuat berdasarkan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan teori.

3. Disesuaikan dengan keinginan si peneliti.
implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang atau kepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan. Didalam hal ini tambang batubara PT. Raja Kutai Baru Makmur sebagai pihak swasta yang berkewajiban melaksanaan kegiatan Pascatamabang yang tepat serta terintegrasi dalam kegiatan pertambangan batubara yang merupakan Praktik pengelolaan lingkungan untuk memulihkan fungsi sosial dan fungsi sosial di usaha pertambangan yang menuntut proses yang terus-menerus dan terpadu pada seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara.
Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif yang diterapkan untuk menggambarkan keadaan-keadaan secara nyata tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang serta faktor-faktor penghambat, dalam hal ini adalah pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada PT. Raja Kutai Baru Makmur di Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai kartanegara.  
Adapun menurut Moleong (2005), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya.

Jadi dalam Artikel ini penulis berupaya memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat tentang kondisi yang ada pada lokasi penelitian mengenai objek yang diteliti, dimana dikemukakan juga fakta yang berhubungan dengan kondisi tersebut dan berdasarkan fakta-fakta yang ada akan diambil suatu kesimpulan.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang.
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang merupakan tujuan untuk menjalankan amanat undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam melaksanakan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga akan mengurangi dampak negatif kegiatan usaha pertambangan.yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan tambang batubara PT. Raja Kutai Baru Makmur.

Mengenai implementasi didalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang tersebut adalah Program Pascatambang, yang meliputi ;

1. Reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas tambang;

2. Pemeliharaan hasil reklamasi;

3. Pengembangan dan pemerdayaan masyarakat;dan

4. pemantauan

1. Reklamasi pada Lahan Bekas Tambang dan Lahan diluar Bekas Tambang
Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. 


Didalam pelaksanaan reklamasi pada lahan terganggu meliputi lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas tambang akibat kegiatan operasi produksi dengan sistem dan metode penambangan terbuka, antara lain :

1. Area Penambangan

2. tempat penimbunan batuan samping dan/ atau tanah/ batuan penutup

3. tempat penimbunan tanah zona pengakaran

4. tempat penimbunan komoditas tambang

5. jalan tambang dan/ atau jalan angkut

6. instalasi dan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian

7. fasilitas penunjang

8. kantor dan perumahan

9. pelabuhan khusus/ dermaga; dan/atau

10. lahan penimbunan dan/atau pengendapan tailing.
Berdasarkan observasi dilapangan pelaksanaan reklamasi tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang pada Bab V Pasal 21 dimana disebutkan bahwa pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dalam pasal 19 dan pasal 20 wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu. karena luas lahan terganggu yang sudah tidak aktif atau dinyatakan selesai tidak seluruhnya dilakukan reklamasi sesuai dengan peruntukannya dimana lahan terganggu/rusak akibat kegiatan pertambangan sampai dengan akhir 2013 adalah seluas 31,99 hektar sedangkan lahan yang telah direklamasi sesuai dengan peruntukkannya yaitu revegetasi sampai akhir 2013 hanya seluas 4,64 hektar sehingga lahan yang belum direklamasi/dibiarkan saja seluas 27.35 hektar. sehingga masih ada lahan terganggu/rusak akibat kegiatan pertambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan diwilayah pertambangan.

2. Pemeliharaan Hasil Reklamasi 
Pemeliharaan hasil reklamasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan adalah merupakan kegiatan untuk menjaga, mengamankan, dan meningkatkan kualitas tanaman hasil kegiatan reboisasi, penghijauan jenis tanaman, dan pengayaan tanaman.

Dapat dilihat mengenai Pemeliharaan yang dimaksud menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi hutan Pasal 25 ayat (5) adalah pemeliharaan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui Perawatan dan Pengedalian hama dan penyakit.
Pemeliharaan tanaman dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan tanaman sedemikian rupa sehingga dapat diwujudkan keadaan optimum bagi pertumbuhan tanaman.  Kegiatan pemeliharaan tanaman yang dilakukan meliputi : pemupukan, pemupukan ulang dilakukan secara berkala dan secara rutin dilakukan apabila kegiatan penanaman telah berjalan dan saat usia tanaman sudah layak untuk dilakukan pemupukan. Perawatan tanaman, Untuk perawatan tanaman akan dilakukan secara rutin dan dilakukan oleh beberapa tenaga kerja agar kondisi dan perkembangan tanaman dapat berjalan dengan normal. Sedangkan pemberian obat-obatan (Pestisida) dilakukan pada saat kondisi tanaman dalam kondisi rusak akibat hama atau serangan seerangga.




Pemeliharaan tanaman secara umum mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan upaya menjaga kelangsungan hidup tanaman agar tetap hidup sehat dan memiliki produktivitas tinggi. Kegiatan yang dikerjakan pada pemeliharaan tanaman dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia maupun tenaga mesin pertanian. Pekerjaan pemeliharaan tanaman yang menggunakan tenaga manusia adalah sulam (replacement) dan pengendalian gulma pasca tumbuh. Sulam bertujuan memperbaiki populasi tanaman
Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan hasil revegetasi yang dilakukan yaitu pemupukan ulang, perawatan tanaman, dan pemberian obat-obatan pestisida dan dalam tata cara pemeliharaan hasil reklamasi sudah berjalan dengan baik sesuai yang terdapat didalam peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang reklamasi dan pascatambang dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan reklamasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi hutan Pasal 25 ayat (5) menyebutkan bahwa pemeliharaan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui Perawatan dan Pengedalian hama dan penyakit.

3. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Secara umum pengembangan masyarakat adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya sedangkan Pemberdayaan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.


Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal adalah Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah kewajiban yang dapat merubah pandangan maupun perilaku dari pelaku usaha, sehingga CSR dimaknai bukan hanya sekedar tuntutan moral, tetapi sebagai suatu kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan. 

CSR secara umum diartikan sebagai upaya dari perusahaan untuk menaikkan citranya di mata publik dengan membuat program-program amal, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Program eksternal dengan menjalankan kemitraan dengan pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menunjukan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Secara internal mampu berproduksi dengan baik, mencapai profit yang maksimal dan mensejahterakan karyawan. Disimpulkan bahwa CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, dan masyarakat setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap informan dapat disimpulkan dalam hal ini terkait pengembangan dan pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal dikarekan bantuan perusahaan saat ini masih berupa bantuan dana  ke desa kutai lama.. Berdasarkan observasi dilapangan dapat terlihat tidak adanya bentuk program perusahaan terkait pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan perusahaan. Dan Saat ini bentuk program CSR  masih dalam hal bantuan sosial atau sumbangan yang belum sesuai didalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang Pasal 10 poin (d) mengenai program pascatambang,

4. Pemantauan
Pemantauan dilakukan sebagai peringatan dini mengenai perubahan komponen lingkungan yang terjadi agar dapat dilakukan tindakan/antisipasi yang tepat dalam upaya-upaya pengelolaan lingkungan. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang pada Bab III tentang Tata Laksana Reklamasi dan Pascatambang Pasal (3) bahwa rencana reklamasi dan rencana pascatambang disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Bab IX mengenai Penyerahan Lahan Pascatambang pasal 65 angka 7 menyebutkan bahwa Tanggung jawab pemeliharaan dan pemantauan lahan yang  telah direklamasi oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dinyatakan berakhir setelah Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubemur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan penyerahan lahan yang telah direklamasi. 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diuraikan bahwa pemeliharaan dan pemantauan merupakan tanggung jawab perusahaan sampai dinyatakan berakhir setelah mendapat persetujuan penyerahan lahan yang telah direklamasi. Dan pemantauan lingkungan akan dilaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi dalam 3 bulan sekali (Laporan Triwulan).  Berdasarkan observasi dilapangan pemantauan lingkungan hidup khususnya pemantauan terhadap hasil reklamasi yaitu revegetasi (penanaman kembali) sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang Pasal 10 Poin (d) mengenai Program Pascatambang.
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian data dan pembahasan yang telah diuraikan dari fokus penelitian yang telah ditentukan yaitu reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas tambang, pemeliharaan hasil reklamasi, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan pemantauan di PT. Raja Kutai Baru Makmur Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa :
1. Reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas tambang PT. Raja Kutai Baru Makmur belum berjalan dengan baik berdasarkan bab V pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang dikarenakan lahan terganggu yang telah tidak digunakan lagi ditahap operasi produksi tersebut tidak seluruhnya direklamasi sesuai dengan peruntukannya baik pada lahan bekas tambang maupun lahan diluar bekas tambang.

2. Pemelihara hasi reklamasi PT. Raja Kutai Baru Makmur sudah berjalan dengan baik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang. pemeliharaan hasil reklamasi meliputi pemupukan tanaman, perawatan tanaman,  dan pemberian obat-obatan (pestisida). Hal ini dilakukan agar kondisi tanaman dapat selalu baik sampai dengan terakhir saat penyerahan hasil reklamasi terhadap pemerintah.

3. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat belum  dilaksanakan secara maksimal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang. Hal ini terlihat dari kurang seriusnya perusahaan dalam hal pengembangan dan pemerdayaan masyarakat diseluruh wilayah pertambangan melalui program Corporate Social Responsibilty (CSR) yaitu hanya berupa bantuan berbentuk sumbangan dana saat acara adat erau maupun sumbangan hewan qurban saat acara keagamaan yaitu hari raya adat erau di Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Pemantauan lingkungan diseluruh wilayah pertambangan sudah berjalan dengan baik berdasarkan rencana komponen pemantauan lingkungan diseluruh wilayah pertambangan dan hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang. 

Saran-Saran

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis kemukakan, maka penulis memberikan saran- saran sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan reklamasi dilahan terganggu yang meliputi lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas tambang pada PT. Raja Kutai Baru Makmur diharapkan para pimpinan perusahaan lebih memperhatikan lahan terganggu yang tidak digunakan lagi dalam tahap operasi produksi untuk direklamasi sesuai peruntukaannya yaitu revegetasi (penanaman kembali) agar tidak ada lagi lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas tambang yang rusak akibat kegiatan pertambangan yang dibiarkan saja atau belum direklamasi sehingga dapat merusak kerusakan lingkungan hidup diwilayah pertambangan.

2. Dalam pelaksanaan program pascatambang yaitu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diseluruh wilayah pertambangan pada PT. Raja Kutai Baru Makmur diharapkan pimpinan perusahaan harus lebih memperhatikan kondisi masyarakat setempat agar menjadi lebih baik dari segi taraf kehidupan maupun kemandirian masyarakat diwilayah pertambangan.

3. Dalam menjalankan kewenangan pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan kepada masing-masing daerah kabupaten/kota diharapkan agar daerah kabupaten kutai kartanegara melalui Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten kutai kartanegara memberikan sanksi administratif secara tegas kepada perusahaan pertambangan khususnya PT. Raja Kutai Baru Makmur yang melanggar peraturan  mengenai reklamasi dan pascatambang agar masyarakat diwilayah pertambangan tidak dirugikan dengan adanya kegiatan pertambangan diwilayahnya.

Daftar Pustaka
A. Literatur

Abidin, Said Zainal, 2006. Kebijakan Publik. Jakarta : Suara Bebas

Agustino, Leo. 2006. Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.

Arief, A. 2001. Hutan dan Kehutanan. Yogyakarta : Kanisius.

Bratakusumah,dkk. 2002. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  Jakarta: PT Sun.

Chomzah,  Ali  Achmad.  2003. Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia). Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher

Ekowati, Mas Roro Lilik. 2005. Perencanaan Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kebijakan Teoritis dan Praktis), Surakarta : Pustaka Cakra.

Erwin, Muhamad. 2007. Hukum Lingkungan. Palembang : Refika Aditama.

Fermana, Surya. 2009. Kebijakan Publik. Jogjakarta : Ar-ruzz Media.

HS, Salim. 2005.Hukum Pertambangan Indonesia. Jakarta : Grafindo Persada
HS, Salim. 2012.Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara. Jakarta :Sinar Grafika.

Indrati, Maria Farida. 2007. Ilmu Perundang-undangan. Yogyakarta : Kanisius.

Nugroho, Riant. 2004. Kebijakan Publik : Aktivitas Struktural dan Fungsional. Yogyakarta : Andi.

Satori, Djam’an. 2009. Metodologi Kualitatif. Alfabeta. Bandung.

Sudjatmiko. 2009. Warta (Mineral, Batubara, dan Panas Bumi). Jakarta :Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.

Soejito, Irawan, 1990, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Soehoed, A.R. 2005.Pertambangan dan Mineral Daerah. Jakarta : Aksara Karunia.

Soenarko, h. 2003. Kebijaksanaan Pemerintah. Surabaya : Airlangga University Press.

Sudrajat, Nandang. 2010.Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia Menurut.  Hukum. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Widodo, Joko. 2001. Good Goverment. Bandung : Insan Cendikia.

B. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

C. Artikel Jurnal Ilmiah, Artikel Internet

Artikel berjudul“Pentingnya Jaminan Reklamasi Tambang”,http://baganbatublog blogspot.com/2012/07/pentingnya-jaminan-reklamasi-tambang.html.

Artikel berjudul“ Reklamasi dan Jaminan Reklamasi Bagaimana Pengaturannya?”,http://jdih.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2011/03/Reklamasitambang.pdf.

� Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: heriyansyah.rkbm@gmail.com





534
533

